Penataan Kelembagaan





Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan peluang terhadap pemerintah
daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya yaitu mengatur dan mengurus
kewenangan daerah berdasarkan kepentingan masyarakat. Agar pelaksanaan
otonomi daerah dapat berjalan optimal dan mengikuti tantangan masyarakat
kedepan maka perlu identifikasi elemen-elemen yang membentuk pemerintahan
daerah untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan
untuk mengikuti kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk
dapat berkembang yaitu perlu melakukan penataan ulang kelembagaan untuk
meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik agar akomodatif
terhadap perubahan dan perkembangan, terutama dalam menyerasikan gerak
langkah organisasi pemerintah daerah dengan tuntutan organisasi kedepan.1
Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya
penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kehadiran
kelembagaan daerah memberikan kejelasan tugas pokok dan fungsi dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan kelembagaan daerah
merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.
Penataan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperbaiki sistem
1 Baban Sobandi,dkk. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Pemerintah
Daerah. Humaniora: Bandung. Hlm 3.
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organisasi yang terdiri dari konsep statis yaitu aspek kelembagaan atau wadah dan
dinamis yaitu aspek ketatalaksanaan atau proses.2
Penataan kembali kelembagaan pemerintah daerah penting untuk
dilaksanakan. Sebab yang terjadi selama ini struktur organisasi pemerintah daerah
pada umumnya tergolong gemuk sehingga menyebabkan belanja pegawai di daerah
tinggi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hadi Prayitno dalam pers release
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran bahwa jumlah
organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban
terhadap anggaran daerah.3 Pertumbuhan belanja pegawai di Indonesia dari tahun
ke tahun memang mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, belanja pegawai PNS
tahun 2010 yaitu sebesar Rp 351.08 triliun kemudian meningkat pada tahun 2016
sebesar Rp 732.90 triliun. Terdapat pula daerah yang memiliki rasio belanja
pegawai dalam APBD melebihi 60 persen yaitu sebanyak 58 daerah, salah satunya
yaitu Kabupaten Ponorogo.4
Berdasarkan data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (BPPKAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Ponorogo terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat total
anggaran pendapatan daerah tahun 2016 yaitu sebesar 2,88, angka tersebut
2 Ibid. Hlm 43-44.
3 Hadi Prayitno. “Birokrasi Tambun”; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja
Pegawai. Diakses dari http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-
habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/. Pada tanggal 19 Januari 2018 Pukul 20.00
WIB.
4 Humas MenpanRB. Belanja Pegawai di 58 Daerah Lebih dari 60 Persen. Diakses dari
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/5796-belanja-pegawai-di-58-daerah-lebih-dari-60-
persen. Pada tanggal 19 Januari 2018 Pukul 15.00. WIB.
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menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1,86 triliun
rupiah. Namun yang terjadi di Kabupaten Ponorogo peningkatan anggaran belanja
lebih tinggi dari peningkatan anggaran pendapatan. Anggaran Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebesar 2,06 triliun rupiah atau
meningkat 17,68 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,75 triliun rupiah.5
Peningkatan anggaran belanja pegawai berdampak pada minimnya anggaran yang
digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa fungsi Pemerintah Daerah untuk memberikan pemenuhan
pelayanan publik berkualitas sebagaimana mandat otonomi daerah sulit untuk
diwujudkan.
Berdasarkan kondisi Pemerintah Daerah yang memiliki rasio belanja
pegawai dalam APBD melebihi 60 persen, pemangkasan struktur organisasi agar
penting untuk dilaksanakan. Karena struktur organisasi yang besar membawa
pengaruh kepada inefisiensi alokasi anggaran di masing-masing daerah. Maka dari
itu perlu penghematan anggaran belanja daerah salah satunya dengan perampingan
organisasi atau dengan penerapan ukuran organisasi pemerintahan yang tepat
ukuran (rightsizing).
Fenomena rightisizing pernah dipraktikkan di Kota Detroit salah satu kota
di negara bagian Michigan Amerika Serikat di dalam jurnal Janet Anderson.6 Jurnal
tersebut membahas tentang rightsizing di kota Detroit, namun penelitian tersebut
5 BAPPEDA. 2016. Analisis Perekonomian Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Diterbitkan
oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo. Hlm 63.
6 Janet Anderson. 2011. Rightsizing Government: The Literature and the Detroit Experience. State
& Local Government Review, Vol. 43, No. 3 (December 2011), pp. 224-232.
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hanya mengungkapkan upaya yang pernah ditempuh Kota Detroit dalam
menangani krisis anggaran yaitu pembuatan kantor restrukturisasi hingga membuat
organisasi TMO (Transformation Management Office) yang dibentuk untuk
memberikan solusi terhadap perbaikan proses bisnis dan pelayanan publik.
Penelitian Janet Anderson (2011) berbeda dengan penelitian ini karena penelitian
tersebut tidak menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana proses pelaksanaan
rightsizing di Detroit mulai dari awal hingga hasil yang diperoleh. Penelitian diatas
hanya menjelaskan kesulitan rightsizing dan upaya yang pernah ditempuh Detroit
dalam hal rightiszing. Sedangkan penelitian ini membahas tentang proses penataan
kelembagaan sektor publik yaitu pemerintah daerah menggunakan teori
restrukturisasi. Penelitian ini menjelaskan secara mendalam proses penataan
kelembagaan pada pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo.
Penelitian tentang perampingan organisasi juga pernah dilakukan di negara
bagian Amerika Serikat yang dijelaskan dalam penelitian Darrell Bratton.7 Saat
negara bagian Amerika Serikat mengalami krisis anggaran, para pegawai negara
bagian menjadi sasaran pemotongan gaji dan perampingan struktur organisasi.
Pemotongan anggaran paksa dan perampingan pemerintah negara bagian
memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik untuk memotivasi
pegawai negara bagian akibat proses perampingan organisasi. Penelitian Darrell
Bratton (2013) kurang terdapat penjelasan mendetail tentang apa yang mendasari
pemotongan gaji hingga bagaimana proses perampingan struktur organisasi yang
7 Darrell Bratton. 2013. Federal Employee Motivation during Government Downsizing:  A
Literature Review.  Australian Journal of Business and Management Research Vol.3 No.01 [01-07]
| April-2013
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terjadi pada pemerintah negara bagian Amerika Serikat. Penelitian tersebut lebih
membahas dampak dari proses perampingan yang dikaitan dengan motivasi
pegawai sehingga. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang proses
penataan suatu organisasi atau kelembagaan pada pemerintah daerah.
Adapun penelitian tentang restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
pernah diteliti oleh Muh. Tang Abdullah di Kabupaten Maros.8 Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten
Maros terjadi perubahan kewenangan, jumlah unit organisasi, jumlah jabatan
struktural, dan perubahan nomenklatur beberapa unit dan posisi struktural.
Penelitian tersebut mengacu pada klasifikasi struktural berdasarkan lima elemen
dasar dan fungsi suatu organisasi menurut Henry Mintzberg. Temuan penelitian
tersebut tidak membahas aspek politis dari restrukturisasi organisasi. Hal tersebut
yang membedakan dengan penelitian ini, karena penelitian ini akan melihat
bagaimana proses penataan kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan regulasi
yang mendasari penataan itu sendiri serta melihat aspek politisnya.
Penelitian tentang penataan kelembagaan ini penting untuk dilakukan
karena penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang paling dasar
untuk membenahi jalannya birokrasi itu sendiri. Sebab birokrasi pemerintah daerah
yang selama ini terlihat yaitu buruknya pelayanan publik, masih tingginya
penyalahgunaan kewenangan, banyaknya praktik KKN dan masih lemahnya
pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi
8 Muh. Tang Abdullah. Quo Vadis of the Organizational Restructuring of Local Government.
International Journal of Administrative Science & Organization, January 2014 Volume 21, Number
1.
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birokrasi pemerintahan di Indonesia.  Seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo
pada saat pemerintahan Bupati Amin dan wakilnya Ida yaitu pada periode 2010-
2015, menurut Fajar Pramono yaitu Direktur Lembaga Penelitian dan
Pemberdayaan Birokrasi Masyarakat (LP2BM) Ponorogo menilai bahwa
pemerintahan Bupati Amin dinilai semrawut hal ini didasarkan berbagai faktor.
Salah satunya yaitu ketidakberesan birokrasi dalam hal penataan pegawai yaitu
melalui jual beli jabatan.9 Jual beli jabatan di kursi pemerintahan Kabupaten
Ponorogo juga dibenarkan oleh pegawai pemda bahwa10
Jual beli jabatan yang diketahui untuk eselon II saat pemerintahan
sebelumnya yaitu pada dinas pendidikan yang akhirnya korupsi dan
berakhir di penjara, lalu dinas perhubungan, direktur rumah sakit juga
beserta dokternya ada beberapa yang ditahan. Lalu untuk eselon III dan IV
banyak, hampir pada semua SKPD itu terjadi. Kalau di kecamatan jabatan
yang dijual eselon III yaitu camat dan sekcam. Pada pemerintahan dulu DPR
juga berperan dalam jual beli jabatan. Karena wabupnya orang golkar jadi
pemerintahan sebelumnya banyak digerakkan oleh partai tersebut.
Maraknya jual beli jabatan pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan belum
adanya merit sistem dalam penataan pegawai di pemerintahan Kabupaten
Ponorogo.
Pada tahun 2016 Bupati Amin “lengser” dan digantikan oleh Ipong
Muchlisoni.  Pada saat awal Ipong menjabat terdapat kekosongan kursi jabatan
yaitu sembilan kursi kepala dinas kosong yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,
Dinas Perhubungan, Bakesbangpol, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Dinas Perhubungan, Asisten Pemerintahan, Staff Ahli, dan Sekretaris
9 Wawancara dengan Fajar Pramono selaku Direktur Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan
Birokrasi Masyarakat Ponorogo pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 11.35 WIB.
10 Wawancara dengan Femy selaku pegawai pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 28
September 2017 pukul 13.20 WIB.
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DPRD. Di samping itu pada tahun 2016 muncul regulasi baru tentang penataan
perangkat daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah. Regulasi tersebut merupakan kebijakan pertama yang ditetapkan
atas dasar amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan ini lahir diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan
terhadap pembentukan perangkat daerah, yaitu dengan prinsip tepat fungsi dan tepat
ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata
dimasing-masing daerah.
Berdasarkan regulasi kelembagaan pemerintah daerah sebelumnya yaitu
Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran OPD masing-
masing pemerintah daerah yaitu dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah
dan jumlah APBD. Kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel
yaitu variabel jumlah penduduk 40% (empat puluh persen), variabel luas wilayah
35% (tiga puluh lima persen) dan variabel jumlah APBD 25% (dua puluh lima
persen). Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk
menentukan besaran OPD mencakup indikator-indikator yaitu  kriteria tipelogi
perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil
pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% (dua
puluh persen), dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis tersebut
tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Berkaitan
dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem
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informasi pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat
daerah yang dapat diakses melalui situs fasiltasi.otda.kemendagri.go.id. Sehingga
ada standarisasi dalam mengolah data urusan pemerintahan dan lebih memudahkan
pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan urusan pemerintahan.
Perbedaan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dengan regulasi sebelumnya yaitu pada regulasi sebelumnya kondisi
besaran perangkat daerah sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 21 ayat 3. Pada saat
penataan kelembagaan tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
mendapatkan total nilai variabel 81 sehingga perangkat daerah diwadahi dalam 10
dinas, 6 kantor dan 4 badan. Apabila dibandingkan dengan regulasi perangkat
daerah saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah lebih mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata pada pemerintah
daerah. Sehingga perhitungan nilai masing-masing pemerintah daerah tidak hanya
dihitung dari variabel umum saja seperti pada regulasi sebelumnya, namun juga
variabel teknis yang di fasilitasi melalui situs yang dapat diakses semua pemerintah
daerah.
Regulasi perangkat daerah terbaru diharapkan dapat mewujudkan postur
kelembagaan pemerintah daerah yang lebih ideal dan proporsional. Oleh karena itu
muncul sebuah pertanyaan besar yaitu apakah Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mampu mewujudkan postur birokrasi
pemerintah daerah yang ideal dan proporsional seperti yang diharapkan.
Berdasarkan hal di atas diperlukan suatu penelitian mengenai proses penataan
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kelembagaan yang menjadi awal proses penentuan bagaimana birokrasi tersebut
kedepannya berjalan sesuai dengan prosedur dan tuntutan serta harapan
masyarakat. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Penataan Kelembagaan di
Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya
maka pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu:
1. Bagaimanakah proses penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo tahun 2016?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penataan kelembagaan di Pemerintah
Kabupaten Ponorogo tahun 2016?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Mengetahui proses penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten
Ponorogo tahun 2016.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penataan kelembagaan di
Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2016.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan dua manfaat baik manfaat secara akademis
maupun manfaat secara praktis
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1.4.1 Manfaat Akademis
Manfaat akademis terdiri dari tiga hal yaitu:
1. Sebagai bahan referensi tentang proses penataan kelembagaan oleh
Pemerintah Daerah.
2. Sebagai pelengkap bagi penelitian dengan tema yang serupa yaitu terkait
penataan kelembagaan oleh Pemerintah Daerah.
3. Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema penataan
kelembagaan khususnya oleh Pemerintah Daerah.
1.4.2 Manfaat Praktis
Sedangkan manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:
1. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo
dalam proses penataan kelembagaan.
2. Memberikan informasi kepada stakeholder dan masyarakat mengenai
penyelenggaraan penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
pada tahun 2016.
3. Sebagai bahan pembanding dalam penelitian sejenis.
